MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PM 64 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR
PM. 69 TAHUN 2014 TENTANG FEDOMAN PERHITUNGAN DAN PENETAPAN
TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTER] PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a.

bahwa sesuai dengan amanat Pasal 2 ayat (4) Peraturan
Presiden Nomor 124 Tahun 2015 tentang Perubahan
atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang
Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan
Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan
Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, serta Perawatan
dan Pengoperasian Prasarana  Perkeretaapian Milik
Negara, telah ditetapkan Peraturan Menteri
Perhubungan WNomor PM. 69 Tahun 2014 Tentang
Pedoman Perhitungan Dan Penetapan Tarif Angkutan
Orang Dengﬁn Kereta Api sebagaimana diubah melalui
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 196 Tahun
2015;




Mengingat

bahwa dalam pasal 9 Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor PM 196 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 69 Tahun
2014 tentang Pedoman Perhitungan Dan Penetapan Tarif
Angkutan Orang Dengan Kereta Api, terdapat dua
prinsip dasar perhitungan penyusunan tarif yang nilai
besaran biayanya saling berbeda, sehingga terdapat
perbedaan perhitungan tarif, serta perlu dilakukan
penyesuaian perumusan formula perhitungan tarif
dasar;

bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, dan b perlu
menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor PM. 69 Tahun 2014 Tentang Pedoman
Perhitungan Dan Penetapan Tarif Angkutan Orang

Dengan Kereta Api;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang
Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2067 Nomor 65 dan Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4722);

Peraturan Pemerintah Normor 72 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);
Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon 1
Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 135 Tahun 2014;




Menetapkan

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun
2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publikdan Subsidi
Angkutan Perintis Bidang Perekeretaapian, Biaya
Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara,
Serta  Perawatan dan  Pengoperasian Prasarana
Perkeretaapian Milik Negara;

S. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun
2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 1113); o

6. Peraturan Menteri Perhubungaﬁ Nomor 48 Tahun 2014
Tentang . Tata Cara Pemuatan, Penyusunan,
Pengangkutan Dan Pembongkaran Barang Dengan
Kereta Api (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 1572);

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 48 Tahun
2015 Tentang Standar Pelayanan Minimum untuk
Angkutan Orang dengan Kereta Api (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI
PERHUBUNGAN NOMOR PM. 69 TAHUN 2014 TENTANG
PEDOMAN PERHITUNGAN DAN PENETAPAN TARIF
ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA APL

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor PM. 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Perhitungan
dan Penetapan Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api
sebagaimana telah -diubah melalui Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor 196 Tahun 2016, diubah sebagai
berikut :



1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut ;

Pasal 9

Perhitungan tarif angkutan orang sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 didasarkan pada prinsip sebagai berikut :

4.

e

Biaya per unit (cost per unit) merupakan biaya

penumpang kilometer yang diperoleh dari biaya total

.operasi kereta api dengan faktor muat setinggi -

tingginya 90% (sembilan puluh persen).

Untuk kereta api lintas pelayanan baru faktor muat
berdasarkan kajian potensi angkutan. _
Data standar operasional dan biaya yang digunakan
dalam perhitungan biaya pokok memperhatikan
tingkat akurasi, kewajaran dan efisiensi biaya serta
d;apat dipertanggungjawabkan.

didasarkan pada perhitungan biaya pokék sesuai
dengan komponen biaya yang bersumber dari data
yvang tertuang dalam RKA yang sudah disahkan oleh
RUPS Badan Usaha periode pengoperasian Kereta Api
dari Badan Usaha Penyelenggara Sarana.

apabﬂa pada saat perhitungan biaya pokdk angkutan
orang dengan kereta api, RKA badan Usaha
Penyeleﬁggaraan sarana perkeretaapian sesuai
periode penyelenggaraan belum disahkan, maka
dapat menggunakan data RKA tahun sebelumnya
ditambah eskalasi. i

apabila perhitungan biaya pokok bersumber dari
data yang tertuang dalam RKA yang telah disahkan,
biaya per unit {cost per unit} diperoleh dari biaya
total operasi kereta api dengan faktor muat

berdasarkan RKA yang telah disahkan.




apabila perhitungan biaya pokok bersumber dari data

o

yang tertuang dalam RKA yang belum disahkan,
biaya per unit (cdét per unit) diperoleh dari biaya
total operasi kereta api dengan faktor muat
berdasarkan RKA tahun sebelumnya.

h. Untuk kereta api angltutan orang pelayanan kelas
ekonomi yang merupakan penugasan oleh
pemerintah, tingkat keuntungan (margin) maksimal
sebesar 10% (sepuluh persen! yang dihitung dari

jumlah biaya pokok.

2. Ketentuan pada Lampiran Huruf E Point 1.b diubah,

schingga berbunyi sebagai berikut:

1.b. TARIF DASAR KERETA APl YANG MERUPAKAN
PENUGASAN PEMERINTAH

2, (Biaya Pokok + Keuntungan) i
ik, (Pnp Km),

Tarif Dasar Rata —rata =

dimana :
1=1,2,3....., n adalah lintas pelayanan.

Biaya Pokok adalah Penjumlahan antara Biaya

Modal, Biava Opérasi dan Biaya Perawatan Sarana.

Keuntungan adalah Nilai 10% (sepuluh persen) dari

jumlah Biaya Pokok.
Pnp.Xm adalah perkalian antara jarak dengan

jumlah penumpang.

Pasal Il
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan Penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 2016

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd

IGNASIUS JONAN
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
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